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Abstract 
This research was a descriptive research with a qualitative approach. Qualitative descriptive 
research is research that aims to describe events and phenomena that occur in the field and 
present data systematically, factually and accurately about facts or phenomena that occur in the 
field. Data collection was done throught observation, interview and documentation techniques. 
Data analysis in this research used three components consisting of data reduction, data 
presentation and drawing conclusions. The results of this research show that the Development of 
State Civil Apparatus Competency of Regional Research, Development and Innovation Agency in 
Central Sulawesi Province used indicators of ability, skills and knowledge and work attitude. The 
three indicators are not maximized or cannot be implemented properly, where the implementation 
of the existing employees do not have the appropriate scientific qualifications, the lack of specific 
training related to research, and various other factors where in other word the development of 
state civil apparatus competence is stated to be not optimal. 




Di era persaingan global dan disrupsi 
sekarang ini kita menghadapi situasi yang 
semakin komplek sebagai akibat 
perkembangan dan kemajuan ilmu 
pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat 
dan  terjadinya perubahan lingkungan global. 
Fenomena tersebut menuntut kesiapan sumber 
daya manusia yang berkualitas dan memiliki 
daya saing. Mengantisipasi  perubahan 
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, 
pemerintah dituntut terus melakukan upaya 
melalui pengembangan kompetensi Aparatur 
Sipil Negara dalam penyelenggaraan 
pemerintahan dan pembangunan. 
Pengalaman masa lalu menunjukkan 
bahwa salahsatu faktor penyebab kegagalan 
pembangunan yang dilaksanakan oleh 
pemerintah adalah selain sistem perencanaan 
pembangunan yang sentralistik, juga karena 
kurang tersedianya SDM yang berkualitas dan 
berkompeten di daerah-daerah yang menjadi 
sasaran pelaksanaan pembangunan. 
Pengembangan sumber daya manusia 
merupakan bagian dari fungsi-fungsi 
manajemen yang harus dilakukan oleh setiap 
organisasi, baik itu organisasi swasta maupun 
organisasi pemerintah, khususnya organisasi 
perangkat daerah.  SDM yang memiliki daya 
saing serta keunggulan diberbagai bidang 
adalah tuntutan yang tidak bisa ditawar-tawar 
lagi dan harus dilakukan dikalangan ASN.  
Demikian halnya dengan pegawai ASN 
pada Badan Penelitian, Pengembangan dan 
Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, 
pelu dilakukan pengembangan SDM. 
Berdasarkan data, dari 68 pagawai, terdapat 20 
orang (31 %)    yang masih berpendidikan 
SLTA dan 1 orang SLTP. Sedangkan 24 orang 
lainnya (34 %) berpendidikan S1/D4. Kalau 
kondisi ini dibiarkan, tanpa ada upaya 
pengembangan SDM,  maka produktivitas 
kerjanya tidak akan maksimal. 
Berdasarkan latar belakang tersebut, 
penulis berpedoman pada teori kompetensi 
yang dikemukakan Wibowo (2014:271) 
bahwa, “Kompetensi adalah suatu kemampuan 
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untuk melaksanakan atau melakukan suatu 
pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas 
keterampilan dan pengetahuan serta didukung 
oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan 
tersebut”.  
Merujuk pada teori kompetensi yang 
dikemukakan oleh Wibowo maka peneliti 
menguraikan definisi konsep sebagai berikut: 
1). Kemampuan yang dimiliki oleh seorang 
pegawai untuk melaksanakan pekerjaan sesuai 
bidang tugas diberikan kepadanya.2). 
Keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki 
pegawai menggunakan peralatan yang 
dibutuhkan serta berfikir analisis dan 
konseptual dalam melaksanakan pekerjaan 
sesuai bidang tugas. 3). Sikap Kerja pegawai 
yang responsif, konsisten dan memiliki 
keyakinan yang kuat dalam situasi apapun dan 
tetap dapat bekerja efektif sesuai bidang tugas 
dalam rangka pencapaian visi organisasi. 
Tujuan dalam penelitian ini, untuk 
memperoleh gambaran mengenai 
pengembangan kompetensi Aparatur Sipil 
Negara Pada Badan Penelitian, Pengembangan 





Metode yang digunakan  peneliti pada 
penelitian ini, metode kualitatif. Metode ini 
dipilih karena sesuai tujuan penelitian yaitu 
ingin mengetahui pengembangan kompetensi 
Aparatur Sipil Negara. 
Dengan demikian, penelitian ini 
bertujuan memberikan gambaran secara 
sistematis fakta-fakta yang ada. Artinya, 
peneliti berusaha mempelajari segala sesuatu 
secara alamiah untuk memahami dan 
mendeskripsikan fenomena yang terjadi 
berkenaan dengan pengembangan kompetensi 
ASN,  sehingga hasilnya betul-betul 
bermanfaat, baik secara teoritis maupun 
praktis. 
Penelitian ini dilaksanakan pada kantor 
Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi 
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. 
Penentuan informan dalam penelitian ini 
dilakukan  secara purposive sampling 
(pengambilan sampel atau sumber data dengan 
pertimbangan tertentu). Informan penelitian 
ini, sebanyak 5 orang dari 68 orang ASN 
terdiri atas pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, 
Administrator, Pengawas dan Pelaksana.  
Jenis dan sumber data yang digunakan 
dalam penelitian ini terdiri atas: 1). Data 
Primer, yaitu data yang diperoleh secara 
langsung di lapangan baik melalui observasi 
maupun wawancara dengan pihak informan. 
2). Data Sekunder, yaitu data pendukung bagi 
data primer yang diperoleh dari bahan-bahan 
literature seperti dokumen-dokumen serta 
laporan-laporan yang berhubungan penelitian 
ini. 
Teknik pengumpulan data dilakukan 
melalui Observasi, bertujuan untuk mengamati 
subyek dan obyek penelitian, sehingga peneliti 
dapat memahami kondisi yang sebenarnya.  
Pengamatan bersifat non partisan, yaitu 
peneliti berada di luar sistem yang diamati, 
Wawancara, untuk mengetahui hal-hal yang 
lebih mendalam tentang situasi dan fenomena 
yang terjadi melalui informan.  Dokumentasi 
yang diperlukan berupa rekaman atau 
dokumen tertulis, data base pegawai, gambar 
atau foto ketika mengadakan wawancara 
dengan informan. 
Dalam menganalisis data penelitian ini, 
peneliti menggunakan tahapan model Miles 
dan Huberman dan Saldana (2014:14) bahwa “ 
aktivitas dalam analisis data yaitu 1) 
kondensasi data (data condensation), 2) 
penyajian data (data display) dan 3) penarikan 
kesimpulan atau verifikasi (conclusion 
drawing / verification). 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Berdasarkan tabel dibawah ini 
menunjukkan bahwa untuk jenjang Pendidikan 
SI/D.IV menempati persentase tertinggi yaitu 
24 orang  (34 %), yang berpendidikan SLTA 
20 orang (31 %), dan yang  sangat 




disayangkan bahwa masih ada pegawai yang berlatar pendidikan SLTP.. 
 




Jenis Kelamin Jumlah 
Pria Wanita Orang Persentase 
1 SD 0 0 0 0% 
2 SLTP 1 0 1 1% 
3 SLTA 10 10 20 31% 
4 D.I 0 0 0 0% 
5 D.II 0 0 0 0% 
6 D.III 3 2 5 7% 
7 SI/D.IV 13 11 24 34% 
8 S2 11 4 15 21% 
9 S3 3 0 3 4% 
TOTAL  41 27 68 100% 
Sumber data : BPPID Provinsi Sulawesi Tengah, 2019 
 
Berdasarkan keadaan pegawai BPPID 
Propinsi Sulawesi Tengah menunjukkan data 
yang variatif, dimana pegawai golongan III/d 
terbanyak yaitu 19 orang, disusul II/a 13 orang 
dan III/c sebanyak 9 orang, hanya ada satu 
orang yang golongan IV/d. 
Berdasarkan data lainnya tersebut 
menunjukkan Pejabat Pimpinan Tinggi 
Pratama telah mengikuti Pendidikan dan 
Pelatihan Jabatan Pimpinan Tingkat II ( Diklat 
Pim II) dan 6 orang Pejabat Administrator 
telah mengikuti Diklat Pim III.  Sementara 
Pejabat Pengawas masih terdapat 5 orang yang 
belum mengikuti Diklat Pim IV dari 15 Orang 
Pejabat Pengawas. Sedangkan keikutsertaan 
pegawai BPPID Provinsi Sulawesi Tengah 
mengikuti Diklat dan Bimtek dalam 3 tahun 
terakhir masih sangat rendah. 
 
Tabel 2. Nama dan Jenis Diklat/Bimbingan Teknis yang pernah diikuti Pegawai  
No Nama Diklat/Bimtek  
Tahun 
Jumlah 
( Orang ) 2016 2017 2018 
1 
Sistem Perencanaan dan 
Penganggaran  
   3 
3 Penerapan Kebijakan     1 
4 Metodologi Penelitian    20 
5  Surveyor    15 
Total    39 
Sumber data : BPPID Provinsi Sulawesi Tengah, 2019 
 
Dengan merujuk pada data tersebut di 
atas menunjukkan bahwa kualitas sumberdaya 
ASN yang tersedia di BPPID Provinsi 
Sulawesi Tengah, masih perlu terus 
ditingkatkan baik tingkat pendidikan, maupun 
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keikutsertaan mengikuti diklat jabatan maupun 
diklat teknis. 
Dalam pengembangan kompetensi ASN 
menurut Wibowo 2014, Kompetensi dapat 
dilihat melalui indikator Kemampuan, 




Kemampuan sebagai salah satu indikator 
kompetensi, dalam hal ini kemampuan 
seseorang dapat digunakan untuk 
menghasilkan pada tingkat yang memuaskan 
ditempat kerja, termasuk diantaranya adalah 
kemampuan seseorang untuk mentransfer dan 
mengaplikasikan keterampilan dan 
pengetahuan dalam meningkatkan hasil kerja 
yang disepakati. 
Dalam mendukung kemudahan kerja di 
kantor BPPID Provinsi Sulawesi Tengah, 
sangatlah diperlukan pembinaan khusus terkait 
pelaksanaan tugas dan fungsi Aparatur Sipil 
Negara dalam bekerja. 
Dalam pengamatan saya selaku peneliti,  
berbicara soal kemampuan seorang ASN 
dalam menjalankan tugas dan fungsinya di 
BPPID Propinsi Sulawesi Tengah, bisa 
dikatakan sulit berkembang dengan berbagai 
faktor yang mempengaruhi misalnya kuafikasi 
ilmu yang dimiliki belum sesuai,  kurangnya 
pelatihan-pelatihan atau diklat khusus terkait 
kelitbangan dan berbagai hal lainnya. 
Hasil penelitian diatas sesuai dengan 
teori Wibowo, 2014, dalam mengukur 
pengembangan kompetensi yang dimiliki oleh 
ASN yang dipandang melalui indikator 
Kemampuan wujudnya dapat dilihat dengan 
berbagai pandangan informan akan 
pelaksanaan tugas dan fungsi berdasarkan 
kapasitas yang dimiliki oleh sumber daya 
manusianya. 
Dari 5 informan di atas, 3 orang (Kepala 
Badan, Sekretaris Badan dan Kasub Program) 
berpandangan bahwa indikator kemampuan 
ASN masih minim dan perlu peningkatan 
kapasitas, tapi berbeda jauh dengan data 
tingkat keikutsertaan ASN dalam 
pengembangan kompetensi melalui 
Diklat/Bimtek khusus kelitbangan dalam tiga 
tahun terakhir, sebagimana Tabel 4.4 di atas. 
Bahkan 2 informan lainnya (Kabid 
Ekonomi dan Pembangunan, dan Staf/ 
Pelaksana mengakui lemahnya kemampuan 
staf/pelaksana dan pejabat pengawas, karena 
penempatan dalam jabatan tidak sesuai dengan 
bidang keilmuannya, sehingga perlu dilakukan 
Pengembangan Kompetensi ASN melalui 
diklat/bimtek khusus kelitbangan. 
Padahal pengembangan kompetensi 
adalah hak setiap ASN dan Pemerintah 
berkewajiban menyiapkan anggaran, minimal 
20 jam per tahun, sebagaimana yang 
diamanatkan pasal 203, PP No. 11 tahun 2017 
tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil. 
 
Keterampilan dan Pengetahuan 
Keterampilan dan Pengetahuan sebagai 
salah satu indikator kompetensi, yang 
menunjukkan karakteristik Keterampilan dan 
Pengetahuan yang dimiliki atau yang 
dibutuhkan setiap individu untuk 
melaksanakan tugas dan tanggungjawab 
mereka secara efektif.   
Keterampilan dan Pengetahuan dapat 
mewujudkan kreativitas dan menciptakan 
inovasi-inovasi baru yang kreatif dan inovatif, 
dan mampu berpikir analisis dan konseptual. 
Untuk mewujudkan hal ini membutuhkan 
sebuah perubahan bagi aparatur dalam melatih 
cara berpikirnya kearah berpikir kreatif dan 
inovatif.  
Dari 5 informan, 3 orang (Kaban, 
Sekretaris Badan, dan Kasub Program)  
berpandangan hampir sama. Kaban dan Kasub 
Program misalnya berpandangan bahwa 
keterampilan dan pengetahuan ASN, sangat 
perlu dilakukan peningkatan kapasitas untuk 
mengurangi ketergantungan penggunaan 
tenaga ahli yang ada di luar organisasi 
kelitbangan,  
Sementara Sekretaris Badan 
berpandangan lain bahwa ASN masih perlu 
pendampingan dalam pelaksanakan tugas 




kelitbangan, sehingga hasil penelitiannya 
dapat dimanfaatkan OPD lain. 
Sedangkan 2 informan lainnya, ( Kabid 
Ekonomi dan Pembangunan, berpandangan 
keterampilan dan pengetahuan ASN sangat 
variatif, sehingga perlu konsep yang sama 
dalam membangun SDM melalui 
diklat/bimtek.  Sementara pandangan 
Staf/pelaksana selaku informan, bahkan 
mengatakan pada umumnya ASN BPPID tidak 
memiliki keterampilan dan pengetahunan. 
Dalam pengamatan saya sebagai seorang 
peneliti, keterampilan dan pengetahuan teknis 
ASN dalam berpikir analisis dan konseptual 
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya 
sesuai dengan tahapan-tahapan kelitbangan 
masih sangat membutuhkan pelatihan-
pelatihan khusus terkait kelitbangan, dimana 
sebagian ASN yang dipekerjakan masih 
banyak yang terkendala dengan kualifikasi 
ilmu yang dimiliki tidak sesuai dengan jabatan 
yang ditempatinya.  
Hasil penelitian diatas belum sesuai 
dengan pengembangan kompetensi menurut 
Wibowo (2014), yang mengatakan 
keterampilan dan pengetahuan yang mencakup 
kemampuan dalam berpikir analisis dan 
konseptual serta pengetahuan dalam bentuk 
kompetensi yang kompleks.  
Dalam indikator keterampilan dan 
pengetahuan teknis ASN untuk berpikir 
analisis dan konseptual dalam melaksanakan 
tugas dan fungsinya sesuai tahapan 
kelitbangan dibidangnya dapat disimpulkan 
belum maksimal karena masih kurangnya 
pelatihan-pelatihan khusus terkait kelitbangan 
guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi 
sesuai dengan tahapan kelitbangan. 
 
Sikap Kerja 
Sikap kerja sebagai salah satu indikator 
kompetensi yang menjadi dasar bagi seseorang 
dalam berperilaku ketika menjalankan 
perannya dengan baik didunia kerja. Sikap 
kerja sebagai karakteristik fisik dalam dan 
respon yang konsisten terhadap situasi atau 
informasi. Komitmen adalah kemauan dan 
kemampuan untuk menyelaraskan sikap dan 
tindakan aparatur Sipil Negara untuk 
mewujudkan tujuan organisasi dengan 
mengutamakan kepentingan dinas dari pada 
kepentingan diri sendiri, seseorang, dan/ atau 
golongan.  
Berbicara sikap kerja ASN sesuai 
tahapan kelitbangan dan keluaran yang 
dipersyaratkan Permendagri nomor 17 tahun 
2016 pada Badan Penelitian, Pengembangan 
dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah,  
Pada indikator ini, dari 5 informan, 3 
diantaranya (Kaban dan Kasub Program) 
berpandangan bahwa Sikap Kerja ASN sangat 
baik dan telah sesuai dengan tahapan 
kelitbangan, hanya memang perlu diberikan 
motivasi secara terus menerus, agar paham 
akan fungsinya masing-masing. Bahkan 
Sekretaris Badan berpandangan, sebaiknya 
setiap ASN diberikan bimtek khusus setiap 
keluaran yang dipersyaratkan dalam 
Permendagri 17/2016. 
Sedangkan 2 informan lainnya (Kabid 
Ekonomi dan Pembangunan) berpandangan 
berbeda, bahwa sikap kerja ASN dalam 
menyikapi amanat Permendagri 17/2016, 
sangat ditentukan oleh kebijakan pimpinan 
tertinggi. Sementara pandangan Staf/Pelaksana 
selaku informan, berpandangan bahwa sikap 
kerja ASN acuh tak acuh dan hanya sebagian 
kecil yang tahu tentang Permendagri 17/2016. 
Dalam pengamatan saya sebagai seorang 
peniliti, dalam pelaksanaan tugas dan 
fungsinya sesuai tahapan kelitbangan dan 
keluaran yang dipersyaratkan Permendagri 
nomor 17 tahun 2016, sebelum 
diimplementasikan lebih lanjut sebaiknya 
disosialisasikan lagi kepada setiap ASN yang 
ada sehingga pemahaman akan tugas dan 
fungsinya yang sudah jelas dan ditekankan 
sesuai amanat permendagri tersebut dapat 
terlaksana sesuai dengan tahapannya. 
Hasil penelitian diatas belum sesuai 
dengan pendapat Wibowo, 2014 dimana 
indikator sikap kerja yang menjadi dasar bagi 
seseorang dalam berperilaku ketika 
menjalankan perannya dengan baik didunia 
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kerja, hal ini dapat dilihat berdasarkan apa 
yang ditemukan dilapangan bahwa 
pelaksanaan tugas dan fungsi ASN belum 
sepenuhnya memahami dan menjalankan 
sesuai dengan amanat Permendagri No. 17 
tahun 2016, dan masih banyak membutuhkan 
bimtek khusus terkait kelitbangan guna 
pengembangan mutu kerja ASN yang ada. 
Dalam indikator Sikap Kerja ASN dalam 
menjalankan tugas dan fungsinya dapat 
disimpulkan sesuai dengan beberapa argumen 
dari berbagai informan, pendapat peneliti dan 
juga penguatan teori yang digunakan bahwa 
dalam pengembangan kompetensi ASN belum 
dapat diimplementasikan dengan baik. 
 
Kompetensi 
Kompetensi adalah suatu kemampuan 
untuk melaksanakan atau melakukan suatu 
pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas 
keterampilan dan pengetahuan serta didukung 
oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan 
tersebut, dengan demikian kompotensi 
menunjukkan keterampilan atau pengetahuan 
yang dicirikan oleh profesionalisme dalam 
suatu bidang tertentu sebagai sesuatu yang 
terpenting, sebagai unggulan bidang tersebut. 
Kompetensi karyawan merupakan salah 
satu elemen penting dalam menentukan 
keberhasilan kinerja. Kompetensi adalah 
kemampuan yang harus dimiliki seorang atau 
setiap pekerja/karyawan (individu) untuk dapat 
melaksanakan suatu pekerjaan atau jabatan 
secara sukses (efektif, efisien, produktif dan 
berkualitas) sesuai dengan visi dan misi 
organisasi/perusahaan. 
Kompetensi ASN dikembangkan dengan 
tujuan keberhasilan kinerja dan dapat 
dikembangkan sesuai pendapat Bapak 
Adiguna Nugraha Yusuf, S.STP.,M.Si selaku 
Kepala Sub Bagian Program BPPID Provinsi 
Sulawesi Tengah, mengatakan bahwa : 
“Kompetensi ASN dapat dikembangkan 
melalui diklat teknis, sedangkan kompetensi 
jabatan melalui diklat struktural”. 
(Wawancara hari Kamis, 18  April 2019 pukul 
11.10 Wita ). 
Berbicara soal kompetensi ASN dalam 
melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai 
dengan tahapan kelitbangan dan keluaran yang 
dipersyaratkan Permendagri nomor 17 tahun 
2016, menurut Bapak Dr. Suandi, S.Ti.,M.Si 
selaku Kepala Bidang Ekonomi dan 
Pembangunan BPPID Provinsi Sulawesi 
Tengah,  mengatakan : 
“Kompetensinya sangat bervariatif, hal 
tersebut dapat dilihat dari kemampuan dan 
ilmu yang dimiliki dengan berdasarkan pada 
pengalaman-pengalaman yang pernah dimiliki 
oleh ASN tersebut”. (Wawancara hari Kamis, 
09 Mei 2019 pukul 10.00). 
Juga dipertegas oleh Bapak Dr. 
Adidjoyo Dauda, M.Si selaku Kepala BPPID 
Provinsi Sulawesi Tengah,  mengatakan :  
“Kompetensi ASN seharusnya penempatannya 
sesuai dengan pendidikannya, sehingga yang 
dilakukan dalam bentuk keikutsertaan 
berbagai diklat teknis, workshop, seminar dan 
kegiatan ilmiah lainnya”. (Wawancara hari 
Kamis, 28 April 2019 pukul 10.50 Wita). 
Namun pandangan yang berbeda oleh 
Bapak Irwan, S.Pd.,M.Si selaku Sekretaris 
BPPID Provinsi Sulawesi Tengah, mengatakan 
bahwa:  
“Sejauh yang bersangkutan (ASN) tersebut 
punya motivasi dalam pengembangan diri 
maka tidak akan menjadi masalah mendasar 
mengenai kompetensi yang berbeda dengan 
syarat jabatan”. (wawancara hari Selasa, 16 
April 2019 pukul 12.40 Wita). 
Peningkatan kompetensi, kualifikasi dan 
kinerja masing-masing ASN sudah menjadi 
sebuah keharusan. Maka profesionalisme ASN 
harus terus ditingkatkan karena sudah menjadi 
tuntutan, dalam hal ini sesuai yang 
disampaikan oleh Bapak Asril R. Hasani, 
S.Sos.,M.Si selaku Pelaksana di dikantor 
BPPID Provinsi SulTeng mengatakan bahwa :  
”Kompetensi ASN, masih ada yang belum 
sesuai dengan latar belakang pendidikannya”. 
(Wawancara hari Senin, 6 Mei 2019 pukul 
11.11 Wita). 
Dalam pengamatan saya sebagai seorang 
peneliti, kompetensi yang dimiliki oleh ASN 




dengan kualifikasi ilmu yang dimiliki sangat 
tidak sesuai penempatannya di bidang, 
sehingga produktivitas kerja yang dihasilkan 
tidak maksimal. Hal tersebut lebih diperparah 
lagi dengan kondisi masih adanya Kepala Sub 
Bagian/Kepala Sub Bidang  yang belum 
mengikuti Diklat PIM Tingkat IV, sebanyak 5 
orang dari 15 orang Pejabat Pengawas, 
sebagimana tercantum pada Tabel 4.3 
sebelumnya. Bahkan ASN yang mengikuti 
Pendidikan dan Latihan atau Bimbingan 
Teknis, 3 tahun terakhir, baik jumlah ASN 
maupun Pengembangan Kompetensi, juga 
sangat rendah yaitu hanya 39 orang, dalam tiga 
tahun terakhir. 
Padahal berdasarkan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor. 17 Tahun 2016 tentang 
Pendoman Penelitian dan Pengembangan di 
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah 
Daerah, bahwa terdapat 7 (tujuh) jenis 
kelitbangan yang menjadi tugas dan fungsi 
BPPID Provinsi yaitu : “1) Penelitian; 2) 
Pengkajian: strategis, aktual dan kompetetitif; 
3) Pengembangan; 4) Perekayasaan; 5) 
Penerapan; 6 Pengoperasian; 7) Evaluasi 
Kebijakan”. 
Pengembangan kompetensi diri adalah 
hak setiap ASN, minimal 20 jam pelajaran 
pertahun, dan menjadi kewajiban pemerintah 
untuk menganggarkannya setiap tahun, 
sebagaimana amanat pasal 203 PP. No. 11 
tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai 
Negeri Sipil.  
Meskipun Pengembangan Kompetensi 
ASN telah diatur pada PP No. 11 tahun 2017, 
dan Permendagri No. 11 tahun 2018 tentang 
Sistem Pengembangan SDM Aparatur 
Berbasis Kompetensi di Lingkungan 
Kemendagri dan Pemerintah Daerah, namun 
BPPID Provinsi Sulawesi Tengah, belum 
memberikan perhatian yang serius dalam hal 
penganggaran, sehingga pengembangan 
kompetensi ASN belum maksimal. 
Menurut Wibowo, 2014 bahwa 
kompetensi adalah kombinasi antara 
ketrampilan,  pengetahuan, sikap dan 
prilaku yang tercermin melalui perilaku kerja 
yang dapat diamati, diukur dan dievaluasi 
sesuai dengan jabatan untuk mencapai tujuan 
organisasi. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa 
dalam penelitian ini kompetensi ASN belum 
maksimal dimana ketidak sesuaian ilmu 
pengetahuan yang dimiliki oleh seorang ASN 
sangat berpengaruh dan belum adanya 
pelatihan-pelatihan khusus terkait kelitbangan 




kompetensi merupakan hal yang mudah. Kita 
dapat dengan mudah mengidentifikasi 
pengetahuan, keterampilan dan proses yang 
perlu untuk dipelajari. Namun kenyataannya 
tidak semudah itu, sejumlah factor 
mempengaruhi kemampuan pekerja untuk 
memperbaiki kecakapan tentang kompetensi 
yang mempengaruhi kinerjanya. Untuk itu, 
hambatan yang dihadapi perlu diatasi. 
Terkait dengan berbagai hambatan yang 
dialami setiap ASN dalam melaksanakan tugas 
dan fungsi kelitbangan pada BPPID Provinsi 
Sulawesi Tengah, beberapa informan 
berpendapat bahwa, menurut Bapak Dr. 
Adidjoyo Dauda, M.Si selaku Kepala BPPID 
Provinsi  Sulawesi Tengah mengatakan:  
“Masih kurang tenaga teknis dan 
keterampilan diantaranya penguasaan IT”. 
(Wawancara hari Kamis, 28 April 2019 pukul 
10.50). 
Menurut Bapak Irwan, S.Pd.,M.Si selaku 
Sekretaris BPPID Provinsi Sulawesi Tengah 
mengatakan bahwa: 
“Hambatan yang dialami ASN adalah masih 
terbatasnya sumber daya dalam 
pengembangan kelitbangan sehingga 
mengakibatkan hasil kelitbangan kurang 
dimanfaatkan para stakeholder”. (wawancara 
hari Selasa, 16 April 2019 pukul 12.40 Wita). 
Sementara menurut Bapak Dr. Suandi, 
S.Ti.,M.Si selaku Kabid. Ekonomi dan 
Pembangunan BPPID Provinsi Sulawesi 
Tengah mengatakan : 
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“Beberapa hambatan yang dialami selain 
saran dan penyusunan, cara dan konsep 
berpikir ASN sangat berpengaruh sehingga 
pelaksanaan tugas dan capaian hasil 
pekerjaan sangat dipengaruhi”. (Wawancara 
hari Kamis, 2 Mei 2019 pukul 10.15 Wita). 
Menurut Bapak Adiguna Nugraha 
Yusuf, STTP.,M.Si selaku Kepala Sub Bagian 
Program BPPID Provinsi  Sulawesi Tengah 
mengatakan bahwa: 
“Hambatan yang terjadi dalam melaksanakan 
fungsi kelitbangan antara lain: 
1) Belum adanya komitmen kepala daerah 
2) Kurangnya koordinasi antara OPD terkait 
3) Sumber daya aparatur yang perlu 
ditingkatkan”. (Wawancara hari Kamis, 18 
April 2019 pukul 11.10 Wita). 
Menurut Bapak Asril R. Hasani, 
S.Sos.,M.Si selaku Pelaksana di dikantor 
BPPID Provinsi Sulawesi Tengah mengatakan 
bahwa :  
“Hambatan dalam melaksanakan tugas dan 
fungsi: 
1) Tingkatan Pendidikan 
2) Sikap bermasa bodoh 
3) Sudah jenuh/bosan 
4) Orientasi material”. (Wawancara hari 
Senin, 6 Mei 2019 pukul 11.11 Wita ). 
Dari berbagai hambatan yang 
dikemukakan oleh beberapa informan, dapat 
ditarik kesimpulan bahwa kompetensi yang 
dimiliki oleh ASN Pada Badan Penelitian, 
Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi 
Sulawesi Tengah belum maksimal. 
 
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 
Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan 
pembahasan mengenai Pengembangan 
Kompetensi ASN pada Badan Penelitian, 
Pengembangan dan Inovasi Daerah  Provinsi 
Sulawesi Tengah dapat ditarik kesimpulan 
bahwa : 
Dalam Pengembangan Kompetensi ASNdapat 
dilihat melalui indikator Kemampuan, 
Keterampilan dan Pengetahuan, serta Sikap 
Kerja, banyak dipengaruhi oleh berbagai 
hambatan dalam pengembangannya. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
untuk indikator kemampuan ASN dalam 
Pengembangan Kompetensi masih belum 
maksimal dapat dilihat dari kuaifikasi ilmu 
yang dimiliki belum sesuai, kurangnya 
pelatihan-pelatihan atau diklat khusus terkait 
kelitbangan dan berbagai hal lainnya. 
Keterampilan dan Pengetahuan Teknis 
ASN Pada Badan Penelitian, Pengembangan 
dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. 
Pada indikator ini belum maksimal dimana 
dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya belum 
sesuai dengan tahapan kelitbangan dan juga 
dalam pelaksanaannya belum berpikir analisis 
dan konseptual. 
Pada indikator ini sikap kerja dalam 
pelaksanaan tugas dan fungsinya belum sesuai 
dengan tahapan kelitbangan dan keluaran yang 
dipersyaratkan Permendagri Nomor 17 tahun 
2016. 
Kompetensi ASN Pada Badan 
Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah 
Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam 
pelaksanaannya belum efektif karena masih 
banyak pegawai yang tidak memiliki 
kesesuaian latar pendidikan dengan pekerjaan 
yang digeluti dan kurangnya peningkatan 
kemampuan sehingga sangat tidak 
memaksimalkan sebuah pekerjaan 
Hambatan ASN dalam Pengembangan 
Kompetensi pada Badan Penelitian, 
Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi 
Sulawesi Tengah, masih banyak ditemukan 
berbagai hambatan dalam pelaksanaannya. 
 
Rekomendasi 
Berdasarkan beberapa kesimpulan yang 
dikemukakan diatas, maka beberapa hal yang 
dapat disarankan diantaranya yaitu : 
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi 
aparatur sipil negara sebaiknya menyesuaikan 
dengan tahapan kelitbangan dan keluaran yang 
dipersyaratkan Permendagri Nomor 17 tahun 
2016. Untuk itu sosialisasi berkesinambungan 
terhadap ASN  sangat diperlukan. 




Pelaksanaan tugas dan fungsi 
kelitbangan juga sangat dipengaruhi oleh 
keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki, 
sehingga diperlukan pengembangan 
kompetensi ASN setiap tahun melalui diklat-
diklat  khusus kelitbangan, guna peningkatan 
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